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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Penerbangan, telah diatur penyelenggaraan
penerbangan;

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang Pengendalian
Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di
Ruang Udara yang Dilayani Indonesia, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015
tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat
Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani
Indonesia, telah diatur ketentuan Pengendalian
Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di
Ruang Udara yang Dilayani Indonesia;

bahwa untuk keamanan dan keselamatan penerbangan,
serta untuk meningkatkan kinerja dan kendali operasi

Pesawat Udara Tanpa Awak perlu ditetapkan ketentuan
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Mengingat

1.

Pengoperasian  Pesawat Udara Tanpa Awak lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Pengoperasian Pesawat Udara Tanpa
Awak Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50359);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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4075);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 2013
tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
631);

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor 18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
713);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 163 Tahun
2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil
Bagian 107 (Civil Aviation Safety Regulation Part 107)
tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (Small
Unmanned Aircraft System) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1594);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun
2015 tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem
Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara yang
Dilayani Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1773), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 tentang
Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara
Tanpa Awak di Ruang Udara yang Dilayani Indonesia
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
689);

www.peraturan.go.id



2018, No.736

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA
TANPA AWAK LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pesawat Udara Tanpa Awak yang selanjutnya disingkat
PUTA adalah jenis pesawat udara yang dikategorikan
sebagai mesin terbang yang berfungsi dengan kendali
jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu
mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan
hukum aerodinamika.

Pengoperasian PUTA adalah kegiatan pendayagunaan
PUTA ©berikut sarana, prasarana, dan sumberdaya
manusia pendukungnya.

Pilot PUTA adalah seseorang yang tersertifikasi dalam
mengoperasikan PUTA.

Pengamat Visual adalah seseorang dan atau sekelompok
orang yang mendukung pilot PUTA untuk memantau
secara langsung penerbangan pesawat terbang tanpa
awak.

Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan
oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap.

Kawasan Udara Terlarang (Prohibited Area) adalah ruang
udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan,
dengan pembatasan yang bersifat permanen dan
menyeluruh bagi semua pesawat udara.

Kawasan Udara Terbatas (Restricted Area) adalah ruang
udara tertentu di atas daratan dan/atau perairan dengan
pembatasan bersifat tidak tetap dan hanya dapat

digunakan untuk operasi penerbangan negara dan pada
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waktu tidak digunakan (tidak aktif), kawasan ini dapat
dipergunakan untuk penerbangan sipil.

Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah
wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di
sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan
operasi penerbangan untuk menjamin keselamatan
penerbangan.

Controlled Airspace adalah jenis ruang udara yang
diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa
pelayanan pemanduan lalu lintas penerbangan (air traffic
control service), pelayanan informasi penerbangan (flight
information service) dan pelayanan kesiagaan (alerting
service).

Uncontrolled Airspace adalah jenis ruang udara yang
diberikan pelayanan lalu lintas penerbangan berupa
pelayanan informasi penerbangan (flight information
service), pelayanan kesiagaan (alerting service), dan
pelayanan saran lalu lintas penerbangan (air traffic
advisory service).

Keadaan Darurat (Emergency) adalah situasi atau kondisi
atau kejadian serius, tidak terduga, dan seringkali
berbahaya yang membutuhkan tindakan segera.

Keadaan Khusus adalah keadaan dimana PUTA harus
dioperasikan di luar keadaan normal.

Pemeliharaan adalah suatu rangkaian kegiatan untuk
menjaga kondisi dan memperbaiki semua Barang Milik
Negara agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta
siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil
guna.

Pengguna PUTA adalah seseorang atau unit organisasi
yang diberi kewenangan dalam mengoperasikan PUTA
yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Kepala Satuan
Kerja lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Satuan Kerja adalah unit organisasi pada Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang melaksanakan

kegiatan Kementerian Negara dan memiliki kewenangan
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